BUPATI SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 45 TAHUN 2018

TENTANG

STANDARISASI BIAYA KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN,
PERSEWAAN DAN STANDARISASI HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN

Menimbang

Mengingat

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

bahwa dalam rangka tertib administrasi serta efisiensi
penggunaan anggaran yang dibebankan pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2019 maka dipandang
perlu menetapkan Standarisasi Biaya Kegiatan,
Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan
Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan
Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2019;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan
dengan Peraturan Bupati Semarang;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang
Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga
Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1652);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);



10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang
Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3079);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat
I[I Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II
Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3500);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006
tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang
Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
97/PMK.05/2010 tentang Perjalanan Dinas Luar
Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan
Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
64 /PMK.05/2011 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2010 tentang
Perjalanan Dinas Luar Negeri Bagi Pejabat Negara,
Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun
2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Keluar Negeri
Bagi Pejabat/ Pegawai di Lingkungan Kementerian
Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018
tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran
2019;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 547);

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14
Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang
Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Semarang
(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 4);



MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI BIAYA
KEGIATAN, HONORARIUM, PEMELIHARAAN, PERSEWAAN
DAN STANDARISASI HARGA BARANG/JASA KEBUTUHAN
PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 20109.

Pasal 1

Standarisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan dan
Standarisasi Harga Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten
Semarang Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagiantidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

(1) Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan
pedoman harga tertinggi sebagai acuan Perangkat Daerah dan Desa se
Kabupaten Semarang dalam menyusun perencanaan anggaran Tahun
2019 yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di
Kabupaten Semarang.

(2) Dalam hal beberapa standar harga berfungsi sebagai estimasi dalam
penyusunan perencanaan anggaran, akan dicantumkan penjelasan
secara khusus dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Standarisasi biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah termasuk
Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pasal 3

(1) Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan
pedoman harga tertinggi dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah.

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dalam
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan atas
biaya riil.

Pasal 4

(1) Patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor operasional dinas dan
suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga
yang dikeluarkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merk.

(2) Patokan harga satuan untuk buku-buku perpustakaan ditetapkan
berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit.

(3) Patokan harga satuan obat-obatan generik berpedoman pada harga yang
ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.



(4) Patokan harga satuan Bahan Bakar Minyak berpedoman pada harga
yang ditetapkan oleh Pemerintah.

(5) Patokan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi berpedoman pada
aturan tersendiri yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Semarang.

Pasal 5

(1) Apabila terdapat barang/jasa yang harganya lebih tinggi dan/atau
belum tercantum dalam standarisasi biaya sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, maka dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran
harus melampirkan hasil survei harga barang/jasa.

(2) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perangkat
Daerah ditandatangani oleh Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten
Semarang yang bersangkutan.

(3) Hasil survei sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Pemerintah Desa
ditandatangani oleh Camat wilayah bersangkutan.

Pasal 6

Pelaksanaan pengadaan barang yang telah tercantum dalam e-catalogue
dapat berpedoman pada patokan harga, jenis, dan spesifikasi yang sudah
tersedia dalam daftar e-catalogue Portal Nasional yang dikeluarkan oleh
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dibuktikan
dengan print out harga yang berlaku pada saat proses pengadaan.

Pasal 7

Apabila dalam anggaran berjalan terdapat kenaikan harga yang melebihi
harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai akibat
fluktuasi mata uang rupiah yang berdampak nasional, akan dilakukan
perubahan terhadap Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Semarang Nomor 58 Tahun 2017 tentang Standarisasi Biaya Kegiatan,
Honorarium, Pemeliharaan, Persewaan Dan Standarisasi Harga Barang/Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Semarang Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 58) tetap berlaku untuk proses
perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.



Pasal 9
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 25-07-2018

BUPATI SEMARANG,

ttd

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 25-07-2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd

GUNAWAN WIBISONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR 45

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum

Sekretari==Eagrah Kabupaten Semarang
\\ A H K4 AN

gé«m& /ﬁgkat 1(IV/b)
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